Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Forum Y ang Berwenang dalam Mengadili Tindakan Sementara Ditinjau
dari Hukum Perdata Internasional Indonesia= The Forum Authorized to
Adjudicate Interim Measures Judging from Indonesian International
Private Law

Carolus Bitho Wirawan, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui .ac.id/detail 71d=9999920540377& | okasi=l okal

Pemenuhan kebutuhan akan sarana transportasi udara tentu menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk
memenuhi kebutuhan transportasi udara ini adalah dengan melakukan sewa pesawat. Untuk memberikan
suatu proteks kepada pemberi sewa agar aman untuk menyewaan pesawatnya lintas negara maka Cape
Town Convention on International Interest in Mobile Equipment memberikan suatu upaya pemulihan yang
dikenal sebagai tindakan sementara. Tindakan sementaraini merupakan suatu upaya pemulihan yang dapat
dimintakan sebelum putusan final diberikan saat terjadi ciderajanji. Permasalahan yang muncul dalam
perkaratindakan sementara ini adalah forum manakah yang berwenang untuk mengadili tindakan sementara
ini. Penelitian ini menygjikan penjelasan (i) Bagaimana kewenangan pengadilan terhadap tindakan
sementara berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. (ii) Bagaimana pertimbangan hakim di
pengadilan Indonesia dalam kewenangan pengadilan dalam menetapkan permohonan kasus tindakan
sementara. Dengan metode penelitian doktrinal serta dengan pendekatan kualitatif, dapat diambil
kesimpulan bahwa: Pertama, pengertian mengenai tindakan sementara sendiri berbeda dalam Cape Town
Convention on International Interest in Mobile Equipment dan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009
tentang Penerbangan. Kedua, berdasarkan HPI Indonesia untuk menentukan kualifikasi mana yang tepat
maka hakim seharusnya menggunakan lex fori berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia
terkhusus mengikuti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Oleh karenaitu dalam hal
ini forum yang berwenang adalah pilihan forum para pihak.

...... Meeting the need for air transportation is certainly very important. One way to address this need is by
renting a plane. To provide protection to lessors and ensure the safety of renting aircraft across countries, the
Cape Town Convention on International Interest in Mobile Equipment offers aremedy known as interim
measures. This interim measure serves as a remedy that can be sought before afinal decision is made when
a breach of contract occurs. The challenge that arises in thisinterim measure case is determining which
forum has the authority to adjudicate this matter. This research aimsto provide an explanation of two key
aspects: (i) How the court exercises authority over interim measure based on the Indonesian Private
International Law. (ii) How judgesin Indonesian courts consider the court's authority when deciding on
requests for interim measure. Employing doctrinal research methods and a qualitative approach, the study
concludes that: First, the definition of interim measure differs between the Cape Town Convention on
International Interest in Mobile Equipment and Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. Second, based
on the Indonesian HPI, judges should determine the appropriate qualifications by using lex fori based on
Indonesian Private International Law, specifically following Law Number 1 of 2009 concerning Aviation.
Therefore, in this case, the authorized forum is the forum chosen by the parties.
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